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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dari hasil penelusuran/penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pertama: mengenai syarat untuk anggota musyawarah yang dituangkan dalam AD dan ART PKS, secara teori memang sangat baik dan sesuai dengan apa yang telah di anjurkan dalam Al-Quran dan Hadits. Tetapi pada prakteknya, implementasi dari syarat ini sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kebanyakan orang-orang yang menduduki sebagai anggota di lembaga musyawarah wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), banyak yang tamatan dari pendidikan formal yang berjalur umum. Walaupun demikian yang perlu digaris bawahi adalah  bukan berarti orang-orang yang tamatan dari umum tersebut tidak boleh menduduki sebagai anggota lembaga musyawarah yang di PKS, tetapi ada baiknya setiap anggota lembaga musyawarah di PKS di usahakan dari orang-orang yang mempnyai besik dari pendidikan agama sehingga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam AD ART PKS. Yang lebih perlu dipikirkan kembali adalah bagi kader yang bukan dari beragama Islam, apabila ketiga syarat itu juga diberlakukan maka akan terjadi pembatasan dan pada akhirnya berujung ketidakadilan dan dan tidak menjunjung tinggi prinsip persamaan. Walaupun ada lembaga Dewan Syari’ah Wilayah yang salah satu fungsinya sebagai lembaga pendidikan syari’ah untuk kader partai, seberapalah efeknya untuk membuat para kader untuk mengetahui tentang ketaqwaan, berwawasan syar’ah dan menjadi konsisten dengan hukum Islam. Dan hal ini mungkin perlu kajian lebih lanjut dan penelitian yang lebih mendalam lagi terahadap hal ini.

Kedua, mengenai proses musyawarah yang biasa diselenggarakan oleh PKS tingkat wilayah, proses musyawarah yang ditawarkan memang terlihat baru dan sangat formal. Dimulai dengan protocol, pembacaan ayat suci Al-Quran, arahan dari ketua peimpinan dan arahan dari ketua pimpinan sidang sampai pada pencatatan terhadap hasil musyawarah yang terbilang sangat rapi. Pada dasarnya proses musyawarah yang di praktekkan oleh lambaga musyawarah wilayah PKS, sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip persamaan dalam melaksanakan musyawarah. Tetapi ketika prinsip kebebasan yang diberikan terlalu bebas, sehingga ada beberapa kader yang melanggar etika dalam musyawarah, seperti tidur dalam sidang musyawarah, tidak konsentrasi dalam sidang musyawarah dan keluar masuk dalam sidang musyawarah sedang berlangsung.
Ketiga, terkait dengan fungsi lembaga musyawarah, sebenarnya tidak ada yang meyalahi aturan yang telah ditetapkan secara prinsip. Malahan PKS melakukan pembaharuan dalam konteks pembagian tugas dalam internal partai, dalam hal ini dengan membagi beberapa oranisasi dalam internal partai itu sendiri sehingga ada lembaga musyawarah yang khusus tentang kajian syariah dan ada yang mengakaji diluar bidang syariah yang menyangkut strategi kebijakan PKS kedepan. Tapi hal ini dapat digaris bawahi bahwa PKS secara prinsip tetap menjalankan prinsip musyawarah dalam setiap orgnisasi yang ada di internal partai tersebut.
B. Saran-saran
1.  Untuk syarat menjadi anggota musyawarah di PKS, menurut hemat penulis ini sangat sempurna dan seharusnya partai-partai lain yang berazaskan Islam yang berada di Indonesia mencontoh hal ini. Tetapi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan ulang adalah konsep keadilan dan persamaan yang harus diterapkan kepada anggota-anggota yang berada diluar agama Islam. Karena pada prinsipnya mereka harus mendapat hak yang sama seperti kader-kader yang lain.
2.  Masalah proses musyawarah, pada prinsipnya nash tidak ada menetapkan secara pasti. Dalam nash hanya ditetapkan prinsip-prinsip dasarnya saja dan seperangkat etika yang harus dijalankan di dalam melakukan musyawarah. Untuk diperlukan komitmen bersama dalam mentaati hal tersebut dan supaya musyawarah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitupn pimpinan sidang musyawarah sangat berpengaruh dan mempunyai peran yang cukup kuat dalam mengatur jalannya proses musyawarah dari awal sampai akhir, sehingga pimpinan haruslah orang yang tegas, disiplin, berani dan cerdas dalam melihat kondisi dalam musyawarah yang sedang berlangsung.
3.  Terkait dengan fungsi yang dibawa oleh lembaga musyawarah PKS, hal ini merupakan pembaharuan yang sangat unik. Mulai dari pembagian tugas dari masing-masing organisasi internal partai sehingga membuat lembaga musyawarah lebih terarah. Hal ini merupakan suatu sumbangan ilmu yang sangat besar dan patut ditiru oleh organisasi Islam dan partai Islam lainnya.

